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DIREKSI PT PLN GAS & GEOTHERMAL

bahwa PT PLN Gas & Geothermal telah memiliki visi dan misi,
budaya perusahaan, pedoman tata kelola perusahaan yang baik
(good comporate governance), pedoman perilaku dan etika bisnis,
prinsip-prinsip keberlanjutan perusahaan, dan peraturan perusahaan
sebagai kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan usaha perusahaan;

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direksi
PT PLN Gas & Geothermal Nomor 002.P/DIRGG/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Gas & Geothermal, perlu
dilakukan tata kelola kebijakan secara terintegrasi yang meliputi
keseluruhan proses pengelolaan kebijakan mulai penyusunan,
pengulasan dan pengharmonisan, pengesahan, pendokumentasian
dan sosialisasi, pemantauan dan pengevaluasian penerapan dan
dampak, sampai dengan perbaikan dan pembaruan;

bahwa dalam rangka mengelola kebijakan secara terintegrasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disusun arsitektur
kebijakan meliputi payung hukum kebijakan, kebijakan, dan fondasi
kebijakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT
PLN Gas & Geothermal tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan
PT PLN Gas & Geothermal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan;

4. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012
tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;

Anggaran Dasar PT PLN Gas & Geothermal;

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PLN
Gas & Geothermal Tanggal 12 November 2020 Tentang
Pengangkatan Direksi PT PLN Gas & Geothermal;

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PLN
Gas & Geothermal Tanggal 8 Desember 2020 Tentang
Pengangkatan Direksi PT PLN Gas & Geothermal;

Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
002.P/DIRGG/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Gas
& Geothermal;

Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor 054.P/DIR/2019
tentang Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok
pada Unit Usaha Perusahaan PT PLN Gas & Geothermal;

Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
0459.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di
Lingkungan PT PLN Gas & Geothermal;

Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
0120.P/DIRGG/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan
Kearsipan di Lingkungan PT PLN Gas & Geothermal;

Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
0008.P/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko
Terintegrasi PT PLN Gas & Geothermal;

Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
0019.P/DIR/2021 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di PT
PLN Gas & Geothermal;

Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
0024.P/DIRGG/2021 tentang Budaya Perusahaan;

18. Peraturan...
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18. Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
0001.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT
PLN Gas & Geothermal:

19. Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
0041.P/DIRGG/2022 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran
(Whistleblowing System) di Lingkungan PT PLN Gas & Geothermal.

Memperhatikan : 1. Board Manual PT PLN Gas & Geothermal tanggal 4 Maret 2019;
2. Pedoman Perilaku PT PLN Gas & Geothermal tanggal 26 November
2018;
3. Pedoman Good Corporate Governance tanggal 4 Maret 2019.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN GAS & GEOTHERMAL TENTANG
ARSITEKTUR DAN TATA KELOLA KEBIJAKAN PT PLN GAS &
GEOTHERMAL.
Pasal 1
Arsitektur Kebijakan
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Arsitektur Kebijakan merupakan kerangka dasar atau tatanan dalam penyusunan
Kebijakan di PT PLN Gas & Geothermal.

Arsitektur Kebijakan meliputi:

a.  Payung Hukum Kebijakan:;
b.  Kebijakan; dan

c. Fondasi Kebijakan.

Payung hukum dalam penyusunan Kebijakan adalah Anggaran Dasar PT PLN Gas &
Geothermal sebagai norma dasar dan sumber hukum dalam penyusunan Kebijakan.

Direksi melaksanakan pengurusan PT PLN Gas & Geothermal dalam batasan
kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar PT PLN Gas & Geothermal, dan/atau Board Manual Gas & Geothermal.

Dalam pelaksanaan pengurusan PT PLN Gas & Geothermal sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Direksi dapat menetapkan Kebijakan yang bersifat strategis dan
operasional.

Kebijakan merupakan pedoman tertulis yang berisi prinsip-prinsip yang bersifat
pengaturan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu aktivitas, tujuan, serta sebagai
pedoman yang berlaku umum untuk mencapai sasaran PT PLN Gas & Geothermal.

Fondasi Kebijakan merupakan nilai sebagai dasar perilaku seluruh jajaran PT PLN Gas
& Geothermal.

(8) Fondasi ...
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Fondasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:

a.

b
C.
d

budaya perusahaan:

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
pedoman perilaku dan etika bisnis; dan

prinsip-prinsip keberlanjutan perusahaan.

Pasal 2
Tata Kelola Kebijakan

Tata kelola Kebijakan terdiri atas prinsip penyusunan Kebijakan, struktur tata kelola
Kebijakan, dan proses tata kelola Kebijakan dengan memperhatikan arsitektur
Kebijakan, aspek manajemen risiko terintegrasi, dan pengendalian internal.

Prinsip penyusunan Kebijakan meliputi:

[S— i
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identifikasi kebutuhan;

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
kejelasan maksud, tujuan, dan ruang lingkup;
kemanfaatan;

objektivitas dan kepatuhan;

integrasi dan keharmonisan;

relevansi dan terbarukan:

kesesuaian kewenangan pengesahan;

dapat dilaksanakan;

tersosialisasikan dan aksesibilitas;

evaluasi dampak; dan

pemberlakuan Kebijakan.

Struktur tata kelola Kebijakan meliputi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan
pejabat dan satuan kerja dalam tata kelola Kebijakan.

Proses tata kelola Kebijakan meliputi:

A -

penyusunan;
pengulasan dan pengharmonisan;

pengesahan;

pendokumentasian dan sosialisasi;

pemantauan serta pengevaluasian penerapan dan dampak; dan
perbaikan dan pembaruan.

Pasal 3 ...
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Pasal 3
Sanksi Pelanggaran Integritas

(1)  Setiap pihak yang melaksanakan Peraturan ini bertanggung jawab penuh sesuai dengan
tugasnya untuk memastikan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini terdapat penyimpangan atau pelanggaran
terkait integritas, pihak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran tersebut
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
Pengendalian Korupsi

Pelaporan atas pelanggaran korupsi termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik kepentingan
(conflict of interest), penyuapan (bribery), gratifikasi ilegal (illegal gratities), dan pemerasan
ekonomi (economic extortion) terkait pelaksanaan Peraturan ini dilakukan melalui saluran
yang disediakan oleh PT PLN Gas & Geothermal antara lain Whistle Blowing System (WBS)
atau Compliance Online System (COS).

Pasal 5
Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, produk hukum yang telah diterbitkan sebelumnya
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya proses penyelarasan produk hukum
tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6
Ketentuan Penutup

(1) Arsitektur dan tata kelola Kebijakan secara lebih rinci dijelaskan dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(2) Pelaksanaan tata kelola Kebijakan diatur lebih lanjut dalam suatu Standar Prosedur
yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur yang membina fungsi manajemen risiko.

(3) Satuan kerja pusat kebijakan dan satuan kerja lain yang terkait melakukan penyelarasan
Kebijakan yang telah diterbitkan sebelumnya secara bertahap sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

(4) Peraturan ini dapat diberlakukan di Anak Perusahaan melalui adopsi secara langsung
oleh Direksi Anak Perusahaan atau pengukuhan dalam rapat umum pemegang saham
Anak Perusahaan.

(6) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a.  Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor 0120.P/DIRGG/2020 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di Lingkungan PT PLN Gas &
Geothermal, kecuali ketentuan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
berdasarkan Peraturan ini:

b. Peraturan ...
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Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor 0460.P/DIRGG/2019
tentang Penerapan Governance, Risk Management and Compliance (GRC) di
Lingkungan PT PLN Gas & Geothermal; dan

Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor 0008.P/DIR/2021 tentang
Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Gas & Geothermal.

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya proses penyelarasan produk
hukum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a.

b.

ketentuan mengenai wewenang langsung penandatanganan produk hukum dan
tata cara penerbitan produk hukum sepanjang meliputi alur penerbitan berupa
rancangan, penggandaan dan pengiriman, dan penyimpanan khusus untuk produk
hukum berupa Peraturan, Instruksi, dan Edaran sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran Peraturan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor
0120.P/DIRGG/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di
Lingkungan PT PLN Gas & Geothermal; dan

ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada.tanggal 01 Agustus 2022
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BABI
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam
penyusunan dan pengelolaan Kebijakan di lingkungan PLN GG.

2. Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata kelola
Kebijakan di lingkungan PLN GG secara terintegrasi dan selaras dengan
visi dan misi PLN, budaya perusahaan, prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance), pedoman perilaku dan
etika bisnis (code of conduct and business ethics), Prinsip Keberlanjutan
Perusahaan, dan Kebijakan lainnya.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a.  Arsitektur Kebijakan; dan
b.  Tata kelola Kebijakan.

Pengertian

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari 50% (lima puluh
persen) sahamnya dimiliki oleh PLN yang dipimpin, dibina, dan dikelola
oleh Direksi Anak Perusahaan dan melaksanakan kegiatan usaha tertentu
sesuai dengan maksud dan tujuan Anak Perusahaan.

2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT
Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal yang tertuang dalam
Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 10 tanggal 28 Januari 2009
beserta perubahannya.

3. Arsitektur Kebijakan adalah kerangka dasar atau tatanan dalam
penyusunan Kebijakan di PLN GG.

4. Board Manual adalah Board Manual PT PLN Gas & Geothermal tanggal 4
Maret 2019.

5. Direksi adalah organ PLN GG yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan PLN GG untuk kepentingan PLN GG sesuai
dengan maksud dan tujuan PLN GG serta mewakili PLN GG sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran
Dasar.

6. Direktur adalah anggota dari Direksi yang ditunjuk untuk memimpin,
membina, dan mengelola Direktorat.

7. High Level adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Direksi dalam
menentukan arah strategi dan kebijakan PLN GG.

8. Kebijakan adalah pedoman tertulis yang berisi prinsip-prinsip yang bersifat
pengaturan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu aktivitas, tujuan,
serta sebagai pedoman yang berlaku umum untuk mencapai sasaran PLN
GG.

9.  Kebijakan Operasional adalah pedoman tertulis yang bersifat operasional
untuk mendukung pelaksanaan dari Kebijakan Strategis.
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Kebijakan Strategis adalah pedoman tertulis yang bersifat High Level dan
Strategis yang berisi prinsip-prinsip dari suatu aktivitas yang menjadi acuan
pokok pelaksanaan aktivitas dalam rangka mencapai sasaran PLN GG.

Komite Direktur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membantu
pelaksanaan tugas Direksi agar lebih efisien dan efektif yang terdiri atas
beberapa Direktur yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama
Direksi untuk mengambil keputusan di bidang tertentu.

Manual Produk adalah pedoman pelaksanaan yang bersifat operasional
dan merupakan penjabaran pelaksanaan dari Kebijakan Strategis yang
memuat ketentuan mengenai pemberian layanan yang berkaitan dengan
produk PLN serta standar produk antara lain definisi produk, target market,
fitur produk, persyaratan layanan produk, serta biaya dan manfaat (cost
and benefit).

PT PLN Gas & Geothermal, yang selanjutnya disebut PLN GG, adalah
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang
didirikan dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 10 tanggal 28
Januari 2009 beserta perubahannya.

Petunjuk Teknis adalah petunjuk yang memuat tahapan proses atau teknis
pelaksanaan dari Standar Prosedur, Manual Produk, keputusan,
kesepakatan, perjanjian, atau kontrak kerja sama antara PLN GG dan
pihak lain.

Prinsip Keberlanjutan Perusahaan adalah prinsip bisnis jangka panjang
perusahaan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan dalam strategi dan operasional perusahaan guna mencapai
sasaran perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas
dan/atau pemangku kepentingan. Prinsip Keberlanjutan Perusahaan
secara umum mengacu pada prinsip tripple bottom line yaitu perusahaan
mengelola dampak keuangan, sosial dan lingkungan atau dengan bahasa
lain  disebut profit, people, dan planet dalam mencapai sasaran
perusahaan.

Standar Prosedur adalah pedoman pelaksanaan yang bersifat operasional
dan merupakan penjabaran pelaksanaan dari Kebijakan Strategis yang
memuat ketentuan/persyaratan, keseluruhan proses, fungsi, tugas,
tanggung jawab, dan kewenangan operasional dalam suatu aktivitas PLN
GG.

Strategis adalah suatu hal, kondisi, atau keadaan yang dapat
mempengaruhi nilai PLN GG dan/atau mempengaruhi investor untuk
melakukan investasi pada PLN GG atau mempengaruhi investasi PLN
pada Anak Perusahaan.
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BABII
ARSITEKTUR KEBIJAKAN

Arsitektur Kebijakan PT PLN Gas & Geothermal

Arsitektur Kebijakan meliputi payung hukum Kebijakan, Kebijakan, dan fondasi
Kebijakan.

1. Payung Hukum Kebijakan

a.  Payung hukum dalam penyusunan Kebijakan adalah Anggaran Dasar
sebagai norma dasar dan sumber hukum dalam penyusunan
Kebijakan yang antara lain memuat tugas dan wewenang Direksi
dalam menjalankan pengurusan PLN GG termasuk menetapkan
Kebijakan.

b. Direksi dapat mendelegasikan kewenangan dalam menetapkan
Kebijakan dan keputusan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

2.  Kebijakan

a.  Kebijakan merupakan pedoman tertulis yang berisi prinsip-prinsip
yang bersifat pengaturan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan
suatu aktivitas, tujuan, serta sebagai pedoman yang berlaku umum
untuk mencapai sasaran PLN GG.

b.  Mengingat pada setiap proses bisnis terdapat risiko yang melekat
(inherent risk), maka setiap penyusunan Kebijakan harus
memperhatikan aspek manajemen risiko terintegrasi  dan
pengendalian internal. Oleh karena itu, Kebijakan manajemen risiko
terintegrasi dan Kebijakan pengendalian internal menjadi pilar dari
seluruh Kebijakan PLN GG.

¢.  Jenis dan hierarki Kebijakan meliputi:
1) Kebijakan Strategis; dan
2)  Kebijakan Operasional, meliputi:
a)  Standar Prosedur/Manual Produk; dan
b) Petunjuk Teknis.
d.  Jenis Kebijakan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kebijakan Strategis

a)  Kebijakan Strategis merupakan pedoman tertulis yang
bersifat High Level dan Strategis yang berisi prinsip-
prinsip dari suatu aktivitas yang menjadi acuan pokok
pelaksanaan aktivitas dalam rangka mencapai sasaran
PLN GG.

b)  Untuk mendukung pencapaian sasaran PLN GG,
Kebijakan disusun dengan memperhatikan dan selaras
dengan visi dan misi, strategi, dan proses bisnis PLN GG.

€)  Kebijakan Strategis dikelompokkan menjadi 4 (empat)
kelompok berdasarkan pendekatan proses bisnis PLN
sebagai berikut:
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d)

e)

(1)  kelompok Kebijakan perencanaan dan strategi,
meliputi perencanaan dan strategi:

(2)  kelompok Kebijakan operasi dan niaga, meliputi:
(a) pengadaan dan logistik;
(b) asset management; dan
(¢) niaga dan pelayanan pelanggan;
(3) kelompok Kebijakan penunjang, meliputi:
(8) keuangan;
(b)  human capital management:
(¢) teknologi informasi;
(d)  hukum;
(e) corporate secretary,

(f)  bisnis  berkelanjutan, perubahan, dan
manajemen mutu; dan

(9) kesehatan, keselamatan kerja, keamanan,
dan lingkungan (K3L);

(4) kelompok Kebijakan pengendalian, meliputi:
(@ manajemen risiko terintegrasi;
(b) pengendalian internal:
(c)  arsitektur dan tata kelola kebijakan;
(d) kepatuhan; dan
(e) auditinternal.

Pemberlakuan  Kebijakan  Strategis menggunakan
Peraturan Direksi dengan format sesuai dengan
ketentuan yang berlaku mengenai tata naskah dinas di
lingkungan PLN GG.

Kerangka materi muatan Kebijakan Strategis antara lain
terdiri atas:

(1) pendahuluan, yang terdiri atas maksud dan tujuan,
pengertian, dan ruang lingkup pengaturan dalam
Kebijakan Strategis;

(2) prinsip, yang mengatur tentang prinsip dan
ketentuan pokok serta memuat pengendalian risiko
yang melekat (inherent risk) yang diatur dalam
Kebijakan Strategis;

(3) organisasi dan kewenangan, yang mengatur
tentang fungsi satuan kerja yang terlibat dalam
pengelolaan terkait materi muatan Kebijakan
Strategis;

(4) prosedur umum, yang mengatur tentang prosedur
secara umum dalam pengelolaan terkait materi
muatan Kebijakan Strategis;
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2)

9)

h)

(5) dokumentasi dan administrasi, yang mengatur
tentang dokumentasi dan administrasi atas seluruh
proses pengelolaan terkait materi muatan Kebijakan
Strategis termasuk pelaporan; dan

(6) pemantauan dan pengawasan, yang mengatur
tentang pemantauan atas pengelolaan terkait materi
muatan Kebijakan Strategis termasuk aspek
pengendalian internalnya.

Kerangka materi muatan  Kebijakan Strategis
sebagaimana dimaksud pada huruf e) dapat disesuaikan
dengan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur
dalam Kebijakan Strategis.

Kerangka materi muatan Kebijakan Strategis dituangkan
dalam Lampiran Peraturan Direksi yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direksi.

Batang tubuh Peraturan Direksi mengatur mengenai
maksud dan tujuan secara umum serta hal-hal lain yang
bersifat umum yang diperlukan dari pengaturan materi
muatan Kebijakan Strategis.

Kebijakan Operasional

Kebijakan Operasional meliputi Standar Prosedur, Manual
Produk, dan Petunjuk Teknis.

a)

Standar Prosedur

(1) Standar Prosedur merupakan pedoman
pelaksanaan yang bersifat operasional dan
merupakan penjabaran pelaksanaan dari Kebijakan
Strategis yang memuat ketentuan/persyaratan,
keseluruhan proses, fungsi, tugas, tanggung jawab,
dan kewenangan operasional dalam suatu aktivitas
PLN GG.

(2) Pemberlakuan Standar Prosedur menggunakan
Peraturan Pelaksana dengan format sesuai dengan
ketentuan yang berlaku mengenai tata naskah dinas
di lingkungan PLN GG.

(8) Kerangka materi muatan Standar Prosedur antara
lain terdiri atas:

(@ pendahuluan, yang terdiri atas maksud dan
tujuan, pengertian, dan ruang lingkup
pengaturan dalam Standar Prosedur:;

(b) organisasi dan kewenangan, yang mengatur
tentang satuan kerja yang terlibat dalam
pelaksanaan aktivitas yang diatur dalam
Standar Prosedur;

(c)  prosedur operasional, yang mengatur tentang
prosedur operasional secara menyeluruh dan
ketentuan dalam pelaksanaan aktivitas yang
diatur dalam Standar Prosedur;
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b)

®)

®)

(d) memuat mitigasi risiko yang harus dilakukan
sebelum dan pada saat pelaksanaan aktivitas
yang diatur dalam Standar Prosedur;

(e) dokumentasi, administrasi, dan pelaporan,
yang mengatur tentang dokumentasi,
administrasi, dan pelaporan atas seluruh
pelaksanaan aktivitas yang diatur dalam
Standar Prosedur; dan

() pemantauan dan  pengawasan, yang
mengatur tentang proses pemantauan atas
pelaksanaan aktivitas yang diatur dalam
Standar Prosedur termasuk aspek
pengendalian internalnya.

Kerangka materi muatan Standar Prosedur
sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat
disesuaikan dengan ruang lingkup materi muatan
yang akan diatur dalam Standar Prosedur.

Kerangka materi muatan Standar Prosedur
dituangkan dalam Lampiran Peraturan Pelaksana
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Pelaksana.

Batang tubuh Peraturan Pelaksana mengatur
mengenai maksud dan tujuan secara umum serta
hal-hal lain yang bersifat umum yang diperiukan dari
pengaturan materi muatan Standar Prosedur.

Manual Produk

(1)

()

©)

Manual Produk merupakan pedoman pelaksanaan
yang bersifat operasional dan merupakan
penjabaran pelaksanaan dari Kebijakan Strategis
yang memuat ketentuan mengenai pemberian
layanan yang berkaitan dengan produk PLN GG
serta standar produk antara lain definisi produk,
target market, fitur produk, strategi pemasaran,
persyaratan layanan produk, serta biaya dan
manfaat (cost and benefit).

Pemberlakuan Manual Produk menggunakan
Peraturan Pelaksana dengan format sesuai dengan
ketentuan yang berlaku mengenai tata naskah dinas
di lingkungan PLN GG.

Kerangka materi muatan Manual Produk antara lain
terdiri atas:

(@) pendahuluan, yang terdiri atas maksud dan
tujuan, pengertian dan ruang lingkup
pengaturan dalam Manual Produk;

(b) ketentuan umum produk, yang mengatur
tentang definisi produk, target market, fitur
produk, persyaratan layanan produk, strategi
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c)

pemasaran, serta biaya dan manfaat (cost
and benefit);

(c) ketentuan pelaksanaan, yang mengatur
tentang ketentuan dan prosedur spesifik
terkait pelaksanaan layanan produk;

(d) memuat mitigasi risiko yang harus dilakukan
sebelum dan pada saat pelaksanaan layanan
produk;

(e) dokumentasi, administrasi, dan pelaporan,
yang mengatur tentang dokumentasi,
administrasi, dan pelaporan atas seluruh
proses pelaksanaan layanan produk; dan

() pemantauan dan  pengawasan, yang
mengatur tentang proses pemantauan atas
pelaksanaan layanan produk termasuk aspek
pengendalian internalnya.

(4) Kerangka materi muatan Manual Produk
sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat
disesuaikan dengan ruang lingkup materi muatan
yang akan diatur dalam Manual Produk.

(5) Kerangka materi muatan Manual Produk dituangkan
dalam Lampiran Peraturan Pelaksana yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pelaksana.

(6) Batang tubuh Peraturan Pelaksana mengatur
mengenai maksud dan tujuan secara umum serta
hal-hal lain yang bersifat umum yang diperlukan dari
pengaturan materi muatan Manual Produk.

Petunjuk Teknis

(1)  Pada tatanan teknis operasional, apabila diperlukan
(opsional) dapat disusun Petunjuk Teknis yang
merupakan petunjuk yang memuat tahapan proses
atau teknis pelaksanaan dari Standar Prosedur,
Manual Produk, keputusan, kesepakatan,
perjanjian, atau kontrak kerja sama antara PLN GG
dan pihak lain, serta tidak bertentangan dengan
Kebijakan yang telah ditetapkan.

(2) Pemberlakuan Petunjuk Teknis menggunakan
Petunjuk Teknis dengan format sesuai dengan
ketentuan yang berlaku mengenai tata naskah dinas
di lingkungan PLN GG.

(8) Kerangka materi muatan Petunjuk Teknis antara
lain terdiri atas:

(@ pendahuluan, yang terdiri atas maksud dan
tujuan, pengertian dan ruang lingkup
pengaturan dalam Petunjuk Teknis;

(b) ketentuan teknis, yang mengatur tentang
tahapan proses pelaksanaan suatu kegiatan
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secara rinci sesuai ruang lingkup pengaturan
dalam Petunjuk Teknis; dan

(c) ketentuan lain-lain, yang mengatur tentang
ketentuan teknis lainnya yang diperlukan.

(4) Kerangka materi muatan Petunjuk  Teknis
sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat
disesuaikan dengan ruang lingkup materi muatan
yang akan diatur dalam Petunjuk Teknis.

e.  Selain Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional, Direksi
berwenang menetapkan pedoman pelaksanaan vang bersifat
sementara yang disusun berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi
yang harus segera dilaksanakan tetapi belum diatur dalam Kebijakan,
antara lain karena:

1)  adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan
pemerintah yang harus segera dilaksanakan; atau

2)  adanya keputusan Direksi atas hal-hal pengaturan yang bersifat
Strategis yang perlu segera dilaksanakan serta berlaku umum.

f. Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf e
dituangkan dalam bentuk Memorandum Prosedur dengan format
sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata naskah dinas
di lingkungan PLN GG.

g Memorandum Prosedur berlaku untuk jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan dan selanjutnya materi muatan dalam Memorandum
Prosedur tersebut dapat dituangkan dalam Kebijakan Strategis atau
Kebijakan Operasional, atau Memorandum Prosedur tersebut
berakhir dan tidak berlaku setelah lewatnya jangka waktu 6 (enam)
bulan.

h. Kerangka materi muatan Memorandum Prosedur antara lain terdiri
atas:

1) latar belakang, yang menjelaskan hal yang melandasi
ditetapkannya Memorandum Prosedur;

2) maksud dan tujuan, yang menjelaskan maksud dan tujuan
ditetapkannya Memorandum Prosedur;

3)  ketentuan, prosedur dan dokumentasi dalam pelaksanaan
aktivitas yang diatur termasuk memuat mitigasi risiko yang
harus dilaksanakan; dan

4) Jangka waktu pemberlakuan, yang mengatur jangka waktu
pemberlakuan Memorandum Prosedur paling lama 6 (enam)
bulan.

i. Kerangka materi muatan Memorandum Prosedur sebagaimana
dimaksud pada huruf h dapat disesuaikan dengan ruang lingkup
materi muatan yang akan diatur dalam Memorandum Prosedur.

Fondasi Kebijakan

Fondasi Kebijakan merupakan nilai-nilai yang diyakini sebagai dasar
perilaku seluruh jajaran PLN GG yang meliputi budaya perusahaan,
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance), pedoman perilaku dan etika bisnis (code of conduct and
business ethics), dan Prinsip Keberlanjutan Perusahaan.
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B.

Gambar Arsitektur Kebijakan PT PLN Gas & Geothermal

Arsitektur Kebijakan digambarkan sebagai berikut:

Visi Misi -

Kebijakan

Prosedur
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BAB III
TATA KELOLA KEBIJAKAN

Tata kelola Kebijakan terdiri atas prinsip penyusunan Kebijakan, struktur tata kelola
Kebijakan, dan proses tata kelola Kebijakan dengan memperhatikan arsitektur
Kebijakan, aspek manajemen risiko terintegrasi, dan pengendalian internal yang
bertujuan untuk menghasilkan Kebijakan yang terbarukan, dapat diimplementasikan
dengan baik, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai sasaran PLN GG.

A.  Prinsip Penyusunan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Kebijakan yang baik, penyusunan
Kebijakan harus memenuhi prinsip penyusunan Kebijakan sebagai berikut:
1. Identifikasi Kebutuhan
Penyusunan Kebijakan terlebih dahulu dilakukan review untuk
mengidentifikasi jenis Kebijakan yang dibutuhkan PLN GG.
2. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Penyusunan Kebijakan harus memperhatikan materi muatan yang tepat
sesuai dengan jenis dan hierarki Kebijakan serta tidak terdapat duplikasi
materi muatan/pengaturan.

3. Kejelasan Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyusunan

Setiap Kebijakan harus memiliki maksud, tujuan, dan ruang lingkup yang
jelas serta disusun secara sistematis dengan bahasa yang sederhana,
jelas, lugas, dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai
interpretasi dalam pelaksanaannya.

4. Kemanfaatan
Setiap Kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan PLN GG dan bermanfaat
dalam rangka pencapaian sasaran PLN GG.

5. Objektivitas dan Kepatuhan

Setiap Kebijakan harus disusun secara objektif dan mematuhi seluruh
peraturan perundang-undangan vyang berlaku dan/atau kebijakan
Pemerintah.

6. Integrasi dan Keharmonisan
Kebijakan dibuat secara terintegrasi dan selaras dengan Kebijakan lain
yang terkait serta visi dan misi, strategi, dan proses bisnis PLN GG.

7. Relevansi dan Terbarukan
Penyusunan Kebijakan mengikuti best practice yang relevan dan harus
diperbarui secara berkala.

8. Kesesuaian Kewenangan Pengesahan
Setiap Kebijakan harus disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan batasan kewenangannya.

9. Dapat Dilaksanakan
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Setiap Kebijakan harus dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

10. Tersosialisasikan dan Aksesibilitas

Setiap Kebijakan harus disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh
pegawai PLN GG.

11.  Evaluasi Dampak

Setiap Kebijakan harus dievaluasi dan dianalisis dampaknya terhadap
pencapaian sasaran PLN GG.

12.  Pemberlakuan Kebijakan

Setiap Kebijakan mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang
mengikat pada tanggal ditetapkan atau dapat diberlakusurutkan
berdasarkan kebutuhan PLN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak melanggar asas
hukum pidana dan tidak adanya pengenaan beban konkret kepada pihak
lain secara finansial.

Struktur Tata Kelola Kebijakan

Struktur tata kelola Kebijakan meliputi tugas dan tanggung jawab serta
kewenangan pejabat dan satuan kerja dalam tata kelola Kebijakan.

1. Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan pengurusan
PLN GG sesuai dengan maksud dan tujuan PLN dan senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektivitas PLN termasuk tetapi tidak terbatas
pada menetapkan Kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan/atau Board Manual Direksi.

2. Komite Direktur

Komite Direktur berwenang dan bertanggung jawab untuk membahas dan
mengesahkan  Kebijakan Operasional sesuai dengan  batasan
kewenangannya.

3. Direktur

Direktur berwenang dan bertanggung jawab untuk membahas dan
mengesahkan  Kebijakan Operasional sesuai dengan batasan
kewenangannya.

4.  Pejabat Struktural Jenjang Manajemen Atas Khusus dan Pejabat Struktural
Jenjang Manajemen Atas

Pejabat struktural jenjang manajemen atas khusus dan pejabat struktural
jenjang manajemen atas bertugas dan bertanggung jawab untuk
membahas dan mengesahkan Petunjuk Teknis sesuai dengan batasan
kewenangannya.

5. Satuan Kerja Pemrakarsa

a.  Satuan kerja pemrakarsa bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1) menyusun rancangan Kebijakan dan memperbarui Kebijakan
sesuai dengan bidangnya, yang disertai dengan dokumen hasil
kajian yang diperlukan;
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2)  mengajukan rancangan Kebijakan yang telah disusun beserta
dokumen hasil kajian kepada satuan kerja pengulas untuk
diulas sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

3)  melakukan finalisasi rancangan Kebijakan berdasarkan hasil
ulasan satuan kerja pengulas dan mengajukannya kepada
satuan kerja pusat kebijakan untuk memastikan aspek hukum,
manajemen risiko dan kepatuhan telah dipenuhi;

4)  mengajukan rancangan Kebijakan yang telah memenuhi aspek
hukum, manajemen risiko dan kepatuhan kepada pejabat yang
- berwenang untuk disahkan;

5)  mensosialisasikan Kebijakan yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang bersama dengan satuan kerja pusat kebijakan
dan satuan kerja lain yang terkait; dan

8) memonitor dan mengevaluasi dampak pelaksanaan Kebijakan
sesuai dengan kewenangannya secara berkala bersama
dengan satuan kerja pusat kebijakan.

b.  Dalam hal materi muatan rancangan Kebijakan melibatkan lintas
satuan kerja, maka satuan kerja yang memiliki ruang lingkup paling
dominan dalam materi muatan rancangan Kebijakan ditetapkan
sebagai koordinator pemrakarsa atau koordinatornya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara satuan kerja tersebut.

Satuan Kerja Pusat Kebijakan

Satuan kerja pusat kebijakan bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. menyelaraskan Kebijakan serta menentukan jenis dan hierarki
Kebijakan;

b. memastikan pemenuhan aspek hukum, manajemen risiko, dan
kepatuhan dalam penyusunan Kebijakan;

c. mensosialisasikan Kebijakan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang bersama dengan satuan kerja pemrakarsa dan satuan
kerja lain yang terkait;

d.  mendokumentasikan dan mengadministrasikan Kebijakan secara
terpusat bersama dengan satuan kerja yang mengelola fungsi
hukum;

e. melakukan monitoring dan mengevaluasi dampak pelaksanaan
Kebijakan secara berkala terhadap pencapaian sasaran PLN GG dari
aspek teknis/operasional, keuangan, dan citra perusahaan bersama
dengan satuan kerja pemrakarsa.

Satuan Kerja Pengulas

a. Satuan kerja pengulas bertugas dan bertanggung jawab untuk
mengulas dan memberikan rekomendasi dari aspek hukum,
manajemen risiko, dan kepatuhan atas rancangan Kebijakan sesuai
dengan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.

b.  Satuan kerja pengulas terdiri atas:
1) satuan kerja yang mengelola fungsi hukum:;
2)  satuan kerja yang mengelola fungsi manajemen risiko;
3)  satuan kerja yang mengelola fungsi kepatuhan: dan
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4)  satuan kerja yang mengelola fungsi pusat kebijakan.

Proses Tata Kelola Kebijakan

1. Proses tata kelola Kebijakan merupakan keseluruhan proses dalam
pengelolaan Kebijakan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

@ Perbaikan & Pembaruan

1. Proses perubahan, perbaikan dan
harmonisasi

2. Pembaruan Kebijakan dalam sistem
pendokumentasian Kebijakan

Penyusunan 01

1. Identifikasi kebutuhan Kebijakan oleh

‘ satuan kerja pemrakarsa (Owner Kebijakan)

2. Penyusunan / usulan oleh satuan kerja

pemrakarsa  (berdasarkan  peraturan

eksternal, temuan audit atau inisiasi Owner
sesuai kebutuhan)

Owner, Pusat
Kebijakan, Hukum,
Manajemen Risiko,

Kepatuhan, dan
. Fungsi terkait
lainnya

@ Pemantauan, Pengevaluasian
Penerapan & Dampak
1. Sistem monitoring dan  evaluasi
berkala
2. Analisis  penerapan dan  dampak
Kebijakan

O rrssnensinsson

1. Pengarsigan dalam sistem
pendokumentasian Kebijakan
(repository terpusat).

2. Sosialisasi Kebijakan kepada seluruh
pegawai dan satuan kerja.

Pengulasan dan Penghar

B

1. Harmonisasi Kebijakan oleh satuan
kerja pusat kebijakan

2. Ulasan aspek hukum, manajemen
risiko dan kepatuhan

Pengesahan

Pengesahan dan penandatanganan oleh
Pejabat sesuai kewenangannya.

2. Proses tata kelola Kebijakan dijelaskan sebagai berikut:
a. Penyusunan

1)  Satuan kerja pemrakarsa melakukan identifikasi kebutuhan
penyusunan Kebijakan.

2) Rancangan Kebijakan baru/perubahan/pembaruan  dapat
dilandasi oleh:

a) adanya peraturan perundang-undangan yang terkait
dan/atau kebijakan Pemerintah;

b)  hasil temuan audit baik dari pihak internal maupun
eksternal PLN GG:

¢) inisiasi oleh satuan kerja pemrakarsa berdasarkan hasil
review/kajian atau arahan dari Direksi, Komite Direktur,
dan/atau Direktur; dan/atau

d)  kebutuhan PLN GG.

3) Rancangan Kebijakan disusun oleh satuan Kerja pemrakarsa
sesuai dengan arsitektur dan tata kelola Kebijakan, prinsip
penyusunan Kebijakan, dan peraturan perundang-undangan
terkait yang berlaku serta memperhatikan manajemen risiko
terintegrasi dan pengendalian internal yang berlaku di
lingkungan PLN GG.
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4)

Satuan kerja pemrakarsa dalam menyusun rancangan
Kebijakan dapat berkoordinasi dengan satuan kerja lain yang
terkait dan/atau pihak eksternal PLN GG.

Pengulasan dan Pengharmonisan

D

2)

3)

4)

5)

Setiap rancangan Kebijakan yang disusun oleh satuan kerja
pemrakarsa harus diharmoniskan dan diintegrasikan dengan
Kebijakan terkait lainnya oleh satuan kerja pusat kebijakan
sehingga tidak tumpang tindih satu sama lain.

Setiap rancangan Kebijakan yang disusun harus memenuhi
aspek hukum, tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait
yang berlaku serta pencegahan potensi fraud dan situasi konflik
kepentingan.

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada angka 2),
maka setiap rancangan Kebijakan yang disusun oleh satuan
kerja pemrakarsa harus diulas oleh satuan kerja pengulas.

Pengulasan oleh satuan kerja pengulas dikecualikan terhadap
Kebijakan Operasional berupa Petunjuk Teknis.

Rancangan Kebijakan yang telah diulas harus dipastikan
pemenuhan aspek hukum, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Pengesahan

1)

2)

Rancangan Kebijakan yang telah diulas oleh satuan kerja
pengulas dan dipastikan bahwa aspek hukum, manajemen
risiko, dan kepatuhan telah dipenuhi, diajukan oleh satuan kerja
pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan.

Kewenangan pengesahan Kebijakan meliputi persetujuan dan
penandatanganan oleh pejabat yang berwenang yang
ditetapkan sebagai berikut:

Pejabat yang Berwenang

Jenis Kebijakan Melakukan Pengesahan

Kebijakan Strategis |a. Disetujui oleh Direksi melalui rapat
Direksi/di luar rapat Direksi *)

b. Ditandatangani oleh Direktur Utama

Memorandum a. Disetujui oleh Direksi melalui rapat
Prosedur Direksi

b. Ditandatangani oleh Direktur Utama
atau Direktur terkait (yang
membawahkan satuan kerja
pemrakarsa) dan Direktur yang
membina fungsi manajemen risiko

Standar Prosedur a. Disetujui oleh Komite Direktur **)

b. Ditandatangani oleh Direktur terkait
(yang membawahkan satuan kerja
pemrakarsa) dan Direktur ya@_J
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membina fungsi manajemen risiko

Manual Produk a. Disetujui oleh Komite Direktur **)

Ditandatangani oleh Direktur terkait
(yang membawahkan satuan kerja
pemrakarsa) dan Direktur yang
membina fungsi manajemen risiko

Petunjuk Teknis a. Petunjuk Teknis yang berlaku
terbatas pada lingkup 1 (satu) satuan
kerja disetujui dan ditandatangani
oleh pejabat struktural jenjang
manajemen atas khusus atau pejabat
struktural jenjang manajemen atas
yang terkait.

b. Petunjuk Teknis yang berlaku lintas
Direktorat disetujui dan
ditandatangani oleh Direktur terkait
(yang membawahkan satuan kerja
pemrakarsa).

*) Khusus untuk Kebijakan internal audit dan piagam audit harus
memperoleh persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris

**) Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai kewenangan Komite

Direktur untuk menyetujui Standar Prosedur atau Manual Produk, maka

kewenangan persetujuannya berada pada Direktur terkait (yang

membawahkan satuan kerja pemrakarsa) dan Direktur yang membina

fungsi manajemen risiko

Kebijakan yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang
mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat
pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain oleh pejabat
yang berwenang dengan memperhatikan  ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pendokumentasian dan Sosialisasi

1)

2)

3)

Dokumen asli Kebijakan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang dan diberikan kode/nomor harus didokumentasikan
dan diadministrasikan dengan tertib baik dalam bentuk fisik
maupun  elektronik  secara  terpusat dalam  sistem
pendokumentasian Kebijakan.

Dokumen asli Kebijakan didokumentasikan oleh satuan kerja
yang mengelola fungsi hukum kecuali dokumen asli Kebijakan
yang berkaitan dengan bidang manajemen sumber daya
manusia’kepegawaian  khusus terkait remunerasi yang
pendokumentasiannya dilakukan oleh satuan kerja yang
mengelola fungsi manajemen sumber daya
manusia/kepegawaian.

Dokumen salinan Kebijakan didokumentasikan oleh satuan
kerja pemrakarsa dan satuan kerja pusat kebijakan.
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4)

o)

6)

7)

8)

Dokumen asli Kebijakan harus dijaga kerahasiaannya dari
pihak eksternal PLN GG sesuai dengan ketentuan mengenai
keterbukaan informasi publik yang berlaku.

Satuan kerja pusat kebijakan mengatur aksesibilitas dokumen
Kebijakan dalam sistem pendokumentasian Kebijakan
berdasarkan pengaturan aksesibilitas yang ditetapkan oleh
Direktur yang membina fungsi pusat kebijakan.

Aksesibilitas dokumen Kebijakan yang berkaitan dengan bidang
manajemen sumber daya manusia/kepegawaian khusus terkait
remunerasi perlu memperoleh persetujuan dari Direktur yang
membina fungsi manajemen sumber daya manusia.

Satuan kerja pemrakarsa bersama dengan satuan kerja pusat
kebijakan dan satuan kerja lain yang terkait harus melakukan
sosialisasi Kebijakan yang telah disahkan agar dapat dipahami
dan diimplementasikan dengan baik.

Proses pendokumentasian Kebijakan yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang termasuk antara lain pemberian
kode/nomor dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
mengenai tata naskah dinas di lingkungan PLN GG.

e. Pemantauan serta Pengevaluasian Penerapan dan Dampak

1)

2)

Setiap Kebijakan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang harus dipantau dan dievaluasi penerapan dan
dampak pelaksanaannya guna memastikan dan menilai:

a) efektivitas pelaksanaan Kebijakan;

b)  pengelolaan risiko Kebijakan;

€)  pencapaian maksud dan tujuan penyusunan Kebijakan;
d)  peluang untuk perbaikan (opportunity for improvement);

e) efektivitas pemecahan masalah (problem solving) atas
adanya Kebijakan;

f) konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari
pelaksanaan Kebijakan;

g) keselarasan dengan Kebijakan lain yang terkait serta visi
dan misi, strategi, dan proses bisnis PLN GG; dan

h)  kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah.

Satuan kerja pusat kebijakan bersama satuan kerja pemrakarsa
harus melakukan pemantauan, pengevaluasian penerapan dan
dampak Kebijakan secara berkala setiap saat diperlukan,
dalam hal antara lain adanya kebutuhan PLN GG perubahan
organisasi, proses bisnis, peraturan perundang-undangan,
serta hasil temuan audit.

f. Perbaikan dan Pembaruan

1)

Berdasarkan hasil pemantauan, pengevaluasian penerapan
dan dampak, Kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilakukan
perubahan/perbaikan/pembaruan.
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2)  Perubahan/perbaikan/pembaruan harus memperhatikan
manfaat dan risikonya bagi PLN GG.

3)  Setiap perubahan/perbaikan/pembaruan  Kebijakan harus
ditindaklanjuti dengan pembaruan dokumen dalam sistem
pendokumentasian Kebijakan.

3. Alur proses penyusunan, pengulasan dan pengharmonisan, pengesahan,
pendokumentasian dan sosialisasi, pemantauan serta pengevaluasian
penerapan dan dampak, serta perbaikan dan pembaruan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB IV
LAIN-LAIN

Selain Kebijakan yang diatur dalam Peraturan ini, Direksi berdasarkan Anggaran
Dasar dan Board Manual Direksi berwenang mengambil keputusan melalui
mekanisme rapat Direksi/di luar rapat Direksi di mana hasil keputusan tersebut
dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam
bentuk Kebijakan Strategis atau Kebijakan Operasional (Standar Prosedur,
Manual Produk atau Petunjuk Teknis).

Direksi juga berwenang menerbitkan keputusan yang bersifat penetapan untuk
mendukung kegiatan operasional PLN GG yang meliputi tetapi tidak terbatas
pada pembentukan tim/komite dan penetapan terkait bidang organisasi dan
kepegawaian. Keputusan ini dapat didelegasikan kewenangannya kepada
pejabat yang diberikan kewenangan oleh Direksi, Keputusan Direksi tersebut
dituangkan dalam bentuk Keputusan dengan format sesuai dengan ketentuan
yang berlaku mengenai tata naskah dinas di lingkungan PLN GG.

BABV
PENUTUP

Pelaksanaan tata kelola Kebijakan diatur lebih lanjut dalam suatu Standar
Prosedur yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur yang membina fungsi
manajemen risiko.

Dengan berlakunya arsitektur dan tata kelola Kebijakan berdasarkan Peraturan
ini, proses penyusunan, perubahan, dan pembaruan produk hukum yang sedang
berlangsung dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan ini.
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LAMPIRAN

ALUR PROSES TATA KELOLA KEBIJAKAN

1. Alur Proses Penyusunan Kebijakan Strategis

1. Alur Proses Peayusunan Kebijakan Strategis (14)

Menyiapkan rencana
Kebijakan Strategis
dan mengusulkan
dokunyen
persyaratan usulan
Kebijakan Strategis

Satuan Kerja Pusat
Kebijakan
melakukan
hamonisas dengan
kebiakan intemal
serta menentukan
jenisftingkatan
kebyakan

Menyiapkan draft

Ksbiakan Strategis dan |

mengajukan
permohonan review
awal drafit Keixakan

Suategis kepada satuan

kerja fungsi hukum

Menyiapkan dokumen
kelengkapan GRC dan

menyampaikan ke
satuan kerja pusat
keogakan dan satuan
kerja pengulas

SATUAN KERJA = SATUAN KERJA

PUSAT
PEMRAKARSA |\ rnriakaN
MO M
!
| PERLL

FPERBAIAN

i
- TIDAK
M
1
i

N

7
AMME: .

SATUAN KERJA WORKING

PENGULAS & GROUP
w
i
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HREKTUR
TERKAIT

DIREK S

¢ Noia Dinas satuan

* Draft awal Kebijakan

= Nota Dnas satuan

{ = Draft awal Kebijakan

INPUT

Dekumen persyaratan | =
Usulan: |
*« Konsep usuian
Kebijakan Strategia | »
= Kajan Kefayakan atau
hasi identifikasi |
kebutuban Kebjjakan
Srategis

I

*

Suratnota dinas |
pemohonan i
konsultasi {
Materi tayang konsep|
usulan Kebijakan |
Strategis

* Dckumen Kajian
yang dilakukan

(3

kena pusat kebgakan

Strategs i
* Hasil konsultasi
*» Dokumen Kajian
yang dilakukan

kena pusat kebijakan

Strategis yang telah
diakukan review

iegat drafing oleh i
satuan keria fungst i
hukum e

« Dokumen Kajian

QUTPUT

Surat’nota dinas
permohonan
Konsuitast

Materi tayang konsep
usulan Kebiakan
Strategis |
Dokumen Kapan yang {
dilakukan |

TIDAK: Nota Dinas
penyampaan bahwa usulan
tidak harmonis dengan
regulas: eksisting

PERLU PERBAIKAN: Nota
Dinas pemiononan
perbakarn/saran terhadap
ugulan

¥Y&: Hasi! analisis
hamaonisas: kebyakan unfuk
diproses ehih lanjut

Draft awal Kebjakan Strategs
wang telah dilakukan review
tegal drafting oleh satuan keda
fungsi hukum

Diraft awak Ketyjakan Strategis
yang telah dilakukan review legal
draftng oieh satuan kena fungsi |
hukum

MNota Dinas penyampaian draft
Kebijakan Strategis

Draft Kapan Rsiko

Draft Fraud Risk Assessment
FRA)

Draft Anaksis Konfik Kepentingan
Diokumen lain yang diperdukan
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1. Alur Proses Penyusunan Kebijakan Strategis {2/4)

NO

o

AKTIVITAS

Satuan kerja pusat
kebilakan
mengundang satuan

| kerja pemrakarsa dan
| satuan kerja penguias

untuk pemaparan
draft Kebijakan
Strategis dan
Dokumen GRC iseif
assessment GRC dan
satuan keria
pemrakarsa)

o

~emaparan

Strategis  dan
Dokumen self
assessment
GRC

Satuan kerja
pengulas melakukan
review sesual
kewenangannya

i
|

SATUAN KERJA
PEMRAKARSA

SATUAN
KERJA
PUSAT

KEBUJAKAN

|
m
w

SATUAN KERJA PENGULAS

Kapan Fapan
Hukum fEFspatuhan

WORKING
GROUP

DIREKTUR
TERKAIT

DIREKSI INPUT

Nota Dinas
penyampaan draft
Kebhijakan Strategis
beserta dokumen
kelengkapan GRC
{seif assessment GRC
dari satuan kera
pemrakarsaj

|
{
i
|
i
|
4

kepada satuan kerja
pemrakarsa dan
satuarn kerja penguias |
Maten tayang usulan
Kebijakan Strategis |
beserta Dokumen seff |
assessment GRC

* Notulen Rapat

+ Draft Kebijakan
Strategis

Draft Kajian Risiko
Draft Fraud Risk
Assessment (FRA) |
Draft Analisis Konflik |
Kepentingan
Dcokumen lain yang
diperiukan

i
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* Nota Dinas Undangan| «

ouTPUT

Nota Dinas Undangan
dari satuan kefja pusat |
kebijakan kepada ,m
satuan kerja |
pemrakarsa dan satuan
kera pengulas

Notulen Rapat

Nota Dinas hasil ulasan
GRC (Risiko, Hukum dan |
Kepatuhan) kepada
satuan keria pemrakarsa
dengan fembusan satuan |
kerja pusat kebijakan




1. Alur Proses Penyusunan Kebijakan Strategis {34}

AKTIVITAS

Menindakianjul
rekomendasi ulasan
GRC dan satuan kera
pengtdas dan
menyampatkan

hasiinya kepada satuan|

keda Pusat Kebiakan

Menyiapkan konsep
kesimpulan hasil
uiasan GRC dan
selanjuinya
mengundang satuan
kena penwakarsa dan
satuan kerja penguias N

——t

Pembahasan
Kesimpulan ulasan
GRC dan klarfikasi
draft Kebijakan
Strategs hasi! indak
tanjut proses GRC

Menyusun Legal
Drafting final usulan
Kebijakan Strategis dan
menyampaikan
rekomendas: GO
kepada Direksi melalu

safuan kera |

pemrakarsa

L
1

SATUAN KERJA
PUSAT
KEBLJAKAN

SATUAN KERJA
PEMRAKARSA

SATUAN KERJA
PENGULAS

WORKING
GROUP

DIREKTUR
TERKAIT

DIREKSI

|
|
H
1

| Working Group terdn dari satuan kerja perrakarsa. |
satuan kerja pusat kebijakan, satuan kefja penguias

'serta dapat melibatkan Unit terkart

(20
Legal Drafting
final oleh satuan
kena Hukum

NPUT

Nota Dinas hasi ulasan
GRC {Risike, Hukum dan
Kepatuhan)

Nota Dinas
penyampaian tndak
lanjut proses GRC

*»  Dra® Kesimpulan
hasil ulasan GRC

* Nota Dinas
Lindangan
klarifikasi ke satuan
kena penvakarsa
dan satuan kerja
penguias

Notulen Rapat
kesepakatan GO

OUTPUT

Ncta Dinas
penyampaian tndak
fanjut proses GRC

*  Draft Kesimpulan hasil
ulasan GRC

» Nota Dmas Undangan
klarifikasi ke satuan
kena pemrakarsa dan
satuan kerja pengulas

s

GO: Notulen Rapat
kesepakatan bahwa
usulan dapat diproses
lebih fanput

NO GO Notulen Rapat
bahwa usulan perlu
dperbaki

* MNota Dinas satuan
kerja pusat kebijakan
tentang rekomendasi
GO kepada satuan
kena penvakarsa

¢ Nota Dmas hasil
legal drafting finat
Kelsjakan Strategis
dari satuan kera
hukum
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1. Alur Proses Penyusunan Kebijakan Strategis (4/4)

NO

14 |

AKTIVITAS

Satuan kena
pemrakarsa
mEMproses
persefujuan Direksi
{melfalu Rapat
Dirsksi maupun
Sirkuler Direksi)

Pengambilan
Keputusan
fpengasahan) oleh

Direksi

Penandatanganan

| oleh DIRUT

| Melakukan

pendokumentasian
Kebijakan Strategis

SATUAN

[catatan Dareksi yang perit

maka satian kerja pemrakarsa per

|

N
|

(s ataw terdapat |

SATUANKERJA ~ KERJA = SATUANKERJIA WORKING | DIREKTUR R
PEMRAKARSA = PUSAT PENGULAS GROUP TERKAIT
KEBAKAN
5 | | |
> - -
m
e
e o :!J(Wﬁ.nhacm\u

i
4
i
|
i

INPUT

= Nota Dinas Kesimpulan
Proses GRC

+ Legal drafling final
Kebijakan Strategis

Nota Dinas hasil ulasan
GRC (Risiko, Hukum dan
Kepatuhan)

Risalah Rapat Direksi/
Keputusan Direksi di
Luar Rapat Direksi
{Sirkuler}

Kebijakan Strategis final

ouTPUT

» Nota Dnas satuan kena
pemrakarsa ke Direktur
pembing satuan kerja
penvakarsa

» Nota Dnas satuan kerja
pemrakarsa ke fungsi
sekretariat perusahaan

s Nota Dinas Direktur
pembira satuan kerja
pemakarsa ke DIRUT

TIDAK : Risalah Radir
dengan catatan yang
peru dtindakianut
satuan keria
penmvakarsa

YA Risalah Radir
yang menyetujul usulan
Pemrakarsa

Kelijakan Strategis
final

Pambanian
Pedoman dalam
sistem
pendckumentasian
Kebijakan
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2. Alur Proses Penyusunan Standar Prosedur dan Manual Produk

|
|

NO

{
{
|

|
i
i
i

2. Alur Proses Penyusunan Standar Prosedur dan Manual Produk {1/4)

AKTIVITAS

Menviapkan rencana i
Standar Prosedur/ |
Manual Produk dan |
mengusulkan dokumen |
persyaratan usulan |
Standar Prosedur/ i
Manua! Produk

Satuan kena pusat
kebgakan melakukan
nammonisas: dengan
kevkakan intemal serta
menentukan Bris/
tingkatan Standar
ProseduriMarual
Preduk yang diusulkan

Menyiapkan draft
Standar Prosedur
Manual Produk dan
mengajukan
pamohonan review awal
draff Standar Prosedur
Manual Produk kepada
satuan kena fungsi
hukum

SATUAN KERJA

SATUAN KERJA
PUSAT
PEMRAKARSA EWBET
MULAI

!

Menyiapkan dokumen

kelengkapan GRC dan
menyampaikan ke
satuan kerja pusat
kebgakan dan satuan
ketja pengulas

SATUAN KERJA
PENGULAS

WORKING
GROUP

KOMITE
DIREKTUR

-

.

-

»

*

INPUT

Dokumen persyaratan Usulan

*

Konsep usulan Standar
ProsedutManual Produk
Kagan Keiayakan atau hasil
identifkasi kebutuhan
Standar Prosedur/Manual
Produk

Surat/nota diras
permchonan konsutasi
Mater tayang konsep
usulan Standar Prosedur/
Manual Produk

Dokumen Kajian yang
ddakukan

Nota Dinas satuan kerja
pusat kebijakan

Draft awal Standar
ProsedurManual Produk
Hasil konsultas:
Dckumen Kajian yang
dilakukan

Nota Dinas satuan kerja
pusat kebiakan

Draft awal Standar
ProsedurManua! Produk
yang telah dilakukan review
iegal drafting oleh satuan
kena fungsi hukum
Dokumen Kajian yang
ddakukan

OuTPUT

* Suratnota dinas
pemohonan Konsultasi

* Mater tayang konsep
usulan Standar Prosedus
Manual Produk

*  Dokumen Kajian yang
dilakukan

TIDAK: Mota Dinas periyampaian
bahwa usulan tdak harmonis
dengan regulasi eksisting
PERLLI PERBAIKAN: Nota Dinas
pemahopan perbaikan/saran
terhadap usulan

YA: Hasil analisis harmonisasi
kebijakan untuk diproses lebib
fanjut

Draft awad Standar Prosedur/
Manual Produk yang telah
dilakukan review 2gal draftng
olen satuan kerja fungsi hukum

H
* Draft awal Standar Prosedur/
Manual Produk yang telah
dilakukan review legal drafting

oleh satuan kenja fungsi hukum
* pNota Dnas penyampaian draft
Standar ProseduniManual Produk
» Draft Kagan Rsiko
* Draft Fraud Risk Assessment
{FRA} {
* Draft Analisis Konflik Kepentingan

* Dokumen lain yang diperiukan

i
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2. Alur Proses Penyusunan Standar Prosedur dan Manuai Produk (2/4)

keria pengulas

SATUAN KERJA
, AKTIVITAS SATUANKERJA | ™" 500 SATUAN KERJA PENGULAS | WORKING | o orr DIREKTUR INPUT OUTRUT
PEMRAKARSA GROUP
KEBWAKAN

| Satuan kerja pusat ’ ” . | Nota Dinas penyampaian Nota Dinas undangan ;
| | kebjakan mengundang | 2 M | draft Standar Prosedur/ bpadastiankons |
;. e | Manual Produk beserta | pemrakarsa dan satuan |

| pemrakarsa dan m | | dokumen kelengkapan GRC | " " T

{self assessment GRC dan
satuan kerja pemrakarsa)

| | satuan kerja pengulas
i untuk pemaparan draft
Standar Prosedur/ I |
Manual Produk dan | i |

i | Dekumen GRC (seif m m
| | assessment GRC dani | ! [
i | sawan kera
| | pemrakarsa) | | | |
| 6 | Pemaparan usulan 4 Nota Dinas undangan |+ Notulen Rapat
, | Standar Prosedur/ | m | kepada satuan kerja | w
, | Manual Produk dan | | pemrakarsa dan satuan kerja ",
| Dokumen seff | { | ! pengulas { |
{ assessment GRC | | | Materi tayang usufan
m Standar ProseduriManual |
| ,w | Produk beserta Dokumen |
‘ self assessment GRC ,,
7. | Sawan keria Netulen Rapat | Nota ommmmw:mm: M
o pengulas melakukan B et Kajian [+ Draft pandar Prosedur/ | ulasan GRC (Risiko,
| review sesuai | Risiko Manuai vaa:w. { Hukum dan
| kewenangannya | Draft Kajian Risiko [ %EEBE kepada
- Draft Fraud Risk Assessmen{  satuan kerja

| [ (FRA} | pemmkarsadengan |
m [« Draft Analists Konfiik | tembusan satuan kerja |
! | ! {  Kepentingan | pusat kebijakan |
| Dokumen lain yang |
w diperiukan |
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HO

10

AKTIVITAS

Menindakianjut:
rekomendasi ulasan
GRC dan satuan kera
penguias dan
menyampaikan

hasilnya kepada satuan i

kefa pusat kebiakan

Menyiapkan konsep
Kesimpulian hagii
ulasan GRC dan
selanjutnya
mengundang satuan
kena penwakarsa dan
satuan kenja pengulas

Pembahasan
Kesmpulan GRC dan

klarifkasi draft Standar |

ProsedurManuak
Produk hasi tindak
fanjut proses GROC

Menyusun Legal
Drafting final uswan
Standar Prosedur!
Manual Produk dan
menyampaikan
rekomendasi GO
kepada Komite Direkiur
melalus satuan kena
pemrakarsa

2. Alur Proses Penyusunan Standar Proseduy dan Manoal Produk {3/4)

SATUAN KERJA SATUAN KERJA SATUAN KERJA ~
PEMRAKARSA | PUSAT KEBIJAKAN PEMGULAS WORKING GROUP | KOMITE DIREKTUR MPUT
| Nota Dinas hasil ulasan
| GRC {Risiko, Hukum dan
Kepatuhan}
_— M
,,u.‘ma.‘,s.u.,,w‘cmu “ma‘u uwm_ mm? an kéna _mmv:myuﬁu
|satuan kerja pusat kebiakan, sauan kena pengulas
w mmngnun Jﬁ.wq_..*rammw u smrw &u . g Nota Dinas penyampaian
| 9 tindak largut proses BRC
o o
{ \:« *  Draft Kesimpulan hasit |
[ TN ulasan GRC |
e Rekomendas: T * Nota Dinas Undangan
. \\,.\\ kiarifkasi ke satuan kera

==

oy

i
i
1
i

Legal Drafting
final oleh satuan
kerja Hukum

pemrakarsa dan aatuan
kera pengulas

Motulen Rapat
kesepakatan GO

OUTPUT

Neta Dinas
penyampaian tindak
anjut proses GRC

*  Draft Kessnpulan has
utasan GRC

* Nota Dinas Undangan
klarifikasi ke satuan
kerja pemrakarsa dan
satuan kera pengulas

GO: Notulen Rapat
kesepakatan babwa
usulan dapat diproses
ebih lanjut

MNO GO: Notulen Rapat
bahwa usulan pery
chiperbanki

* Nota Dinas satuan
kerja pusat
kebijakan tentang
rekomendasi GO
kepada satuan
kerja penwakarsa

* MNota Dinas hasii
iegal drafting final
Standar Prosedur!
Manuai Produk gan
satuan kera hukum

|
,
m
|
_
|
|
i
w
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2. Alur Proses Penyusunan Standar Prosedur dan Manual Produk (4/4)

SATUAN KERJA
o AKTIVITAS wﬁuhﬁwww» PUSAT m»wmu.%:._ﬂ.wm%. WORKING GROUP | KOMITE DIREKTUR NPUT OUTPUT
KEBLIAKAN ¢
| | E { { ,
|- keria o i | = Nota Dinas Kesimpulan Nota Dinas satuan
12 | pemrakarsa ﬁ ” m Proses GRC kera pemrakarsa ke
N umﬁﬂowmm | * Legaldraftng final Standar | Drektur Pembina
~ persefujuan Komite m W ProsedurManual Produk satuan kerja
Dﬂmr?ﬁ o ¥ i pemeakarsa, Direktur
terkait dan Direktur

yang membina fungsi
manajemen risiko
{Komite Direktur)

|
{
i

TID&K : Dokumen

Ncta Dinas hasil ulasan GRC

Standar Prosedur/Manual

N Keputusan i . i {Risiko, Hukum dan Kepatuhan) | keputusan Komite
i {pengesahan) oleh - " TIDAK ? | Direktur dengan
W Komite Direktur ) b SRR, [ S—— | catatan yang periu
f | Catatan - Bila usulan tdak disetujui clen Komite Direktur | ditindakianjuti
| atau terdapat catatan Komae Direktur yang periu | YA : Dokumen
i (ditndaklanut tedelvh danuly maka satuan kerja LA | keputusan Komite
_ | pemrakarsa peru menindakianjuti sesuai arahan Komite e Direktur yang
i | Direktur dan berkoordinasi dengan satuan kerja pusat menyetyjui usulan |
,,rw@.‘u‘?m: amJ mmimn kena um?w,,:uw. . - . satuan kera |
| | pemrakarsa
Pepandatanganan w | 4 ; o
oleh Oﬁmﬁwﬁwmn | | | Dokumen keputusan Komite Standar Prosedur/
N { | ek anual P i Fir
dan Direldur yang M Durektur Manual Produk final ,
membina fungsi | i m
manajemen risiko ! n i |
} T ?
4 +
m M
| |
|
{

i A 4
Melakukan | Pembarman Standar

i f Kk f .

| pendokumentasian | > SEiEch Prackk final | ProsedurManual

| Standar Prosedur/ | Produk dalam ,.

| Manual Produk W M | sistem !
| H | pendokumentasian
I | Kebijakan
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3. Alur Proses Penyusunan Memorandum Prosedur

3. Atur Proses Penyusunan Memorandum Prosedur {12)

{
|

NO

AKTIVITAS

- Direktur terkait
mengajukan usulan
pengaturan yang
bersifat mendesak
dan hans segera
dilaksanakan namun
belum diatur datam
suatu Kebijakan

Pengambilan
Keputusan
{pengesahan) oleh
Rapat Direisi

Mengundang
pembahasan Working

Group

PEMRAKARSA

DIREKTUR | o APAT DIREKS!

MLAL

SATUAN KERJA PUSAT
KEBIJAKAN WORKING GROUP DIREKS!

Working Group terdiri dari satuan kerja (
penmrakarsa, satuan kerja pusat kebiakan, I
satuan kerja pengulas, serta dapat melibatkan m
Uit terkait m

]

y “

2

INPUT

« Dokumen Kaian

« Peundang-undangan atau
kebjakan pemerintah yang
memerntahkan {hila ada)

» Kebyakan strateqgis
perusahaan yang terkait

s Nota Dinas Direktur
Pemrakarsa ke DIRUT

» Dokumen Kajian

o Perundang-undangan atau
kelyjakan pemerniniah vang
memerintabkan (bila ada)

+ Kebijakan strategis
perusahaan yang terkat

Risalah Radir
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|
!
1

OuTPUT

Nota Dinas Direktur
Pemrakarsa ke DIRUT

TIDAK :Risalah Radir
dengan catatan usulan
tidak disetujul

YA : Risalah Radir
yang menyetumi usulan
Direkiur Pemyakarsa

Nota Dinas
undangan
pembahasan

{
i
{




3. Alur Proses Penyusunan Memorandum Prosedur 2

DIREKTUR SATUAN KERJA PUSAT A
AKTIVITAS PEMRAKARSA RAPAT DIREKSIH KEBUAKAN WORKING GROUP DIREKSI INPUT . OUTPUT
“,, “ ,
Penyusunan dan m _ ”
Pa m fasan D | , ! Risalah Radir | » Notulen Rapat
| rernanEmantEt | A ! Working Group terdin dari sauan kerja pemrakarsa | pembahasan
§m32mu83.m8mmacﬁw ! [satuan kerja pusat kebijakan, satuan kerja penguias, U e draftfinal
| dengan satuankerpy | | batkan Unit terkar | Memorandum
| Unit terkait dan satuan | i ! Priseau |
| kesja peng i | WH T i ik |
berdasarkan usulan | ,, .H , m
Direktur dan Risalan | | | i m
Radir i | i | | i
_u%m:%w et I ! Draft Memorandum Prosedur | Memorandum
| DIRUT atau Direktur | A “ | y final | Prosedur final m
| Terkat dan Diekiur | i o B ,
! | yang membina fungsi | | , | !
w | Manajemen Risiko , i |
. , ”
[ , ,, ﬁ
| | i | | | Pembaruan
6 | Mﬂwﬂ_mwwﬂwm? m ;, ﬁ m Memorandun: | Memarandum
| R — L , Prose .W o e ,.,
| Memorandum Prosedur | 2 W rosedur fnal | Prosedur dalam |
{ | ” M | sistem !
P . | | pendokumentasian |
1 1 | | | Kebijakan
i | S _—
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Alur Proses Penyusunan Petunjuk Teknis

4. Alur Proses Penyusunan Petunjuk Teknis {112)

SATUAN KERJA

SATUAN KERJA SATUAN KERJA/UNIT . JENJANG MANAJEMEN

| 1. AIWIAS PEMRAKARSA ~ PUSAT TERKAIT ATAS KHUSUS DAN

i MANAJEMEN ATAS

} ,, i |

| 4 | Menyiapkan draft MULS , |

| Petunjuk Teknis | @ | |

! | dan mengusulkan i | i |

| dokumen =

| | pefsyaratan W N LTI |

| usulan Petunjuk | |
| | Teknis |

Satuan kena pusal

hamonisas: dengan
kebiakan mntemai
serla meneniukan

3 | Pewnjuk Teknis dan | i
menyampaikan ke |
satuan keria pusat
kebjakan

PEJABAT STRUKTURAL

DIREKTUR TERKAIT

»

INPUT

*  Kensep usulan
Petunjuk Teknis

+  Hasil kajian/
identifikasi kebutuhan
Petunjuk Teknis

Surat/nota diras
permohonan
Konsultasi
Maten tayang
konsep usulan
Petunjuk Tekmis

Nota Dinas satuan
kesja pusat
Kehijakan

Hasil konsultasi
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QuTPUT

= Suratinota dinas
permechonan

{ Korsuitas:

= Maten tayang
konsep usulan
Petunpik Teknis

TIDAK: Nota Dinas

i penyampaian hahwa

| usulan idak harmonis

| dengan reguiasi
eksisting

PERLU PERBAIKAN.
Nota Dinas permohonan
perbakanizaran
terhadap usulan
YA Hasil analisis
harmonisast kebiak
untuk diproses lebih
fanjut

» Draft Petunjuk
Teknis

» NotaDinas
penyampaian




4, Alur Proses Penyusunan Petunjuk Teknis virs]

NO

o

i
|

| jenjang manaj

| manajemen atas

AKTIVITAS

| Satuan kena pusat

kebijakan melakukan
review atas draft
Petunjuk Teknis {bila
Petunjuk Teknis
bersifat
maka dilakukan review
juga oleh Satuan Ken
Uinit terkait)

Persetujuan dan
penandatanganan oleh
Pejabat struktural

atas khusus,

berlaku untuk lingkup

unit kerjanya) atau oleh |

Direktur terkai
bertaku untuk lintas
Direktorat)

Melakukan
pendokumentasian
Petunjuk Teknis

PEJABAT STRUKTURAL
SATUAN KERJA mﬁwwmmqm»; SATUAN KERJAUNIT | JENJANG MANAJEMEN DIREKTUR
PEMRAKARSA  PUSAT TERKAIT ATAS KHUSUS DAN TERKAIT
MANAJEMEN ATAS
., M! llllllllll Sz g T W ,_
3 Pl
™ w
.&._t&m, tas Drektor: :s - ¥ 4
i séa.x;r..%:w, Orektor ..zk.‘%\.‘ - ™ Y
., T~ w
u
{ i i
TIDAK 4
M |
1 A » {
SELESAl et <

INPUT

*  Draft Petunjuk

Teknis

» Nota Dinas

penyampaian

= Nota Dinas review
Petunuk Tekms

» Notulen rapat

« Draft final Petu
Teknis

Petunjuk Teknis fnai

®

QUTPUT

Nota Dinas review
Petunjuk Teknis
Motulen rapat
Draft final Petunjuk
Teknis

Petunjuk Teknis final

Pembarnan
Petunjuk Teknis
dalam sistem
pendokumentasian
Kebijakan
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5. Alur Proses Pendokumentasian, Sosialisasi, Pengevaluasian, dan Perbaikan

NO

N

AKTIVITAS

Melakukan
pendokumentasian
Kebijakan
Strategis,
Memaorandum
Prosedur, dan
Kebijakan
Operasional
{Standar Prosedur,
Manual Produk dan

Petunuk Teknis)

Melakukan
pembaruan kebijakan
dalam sistem
pendokumentasian
kebijakan

Meiakukan sosalsasi

kebijakan

|
{
i
1

SATUAN KERJA SATUAN KERJA

PEMRAKARSA

[
|
_,

5. Alur Proses Pendokumentasian, Sosialisasi, Pengevaluasian dan Perbaikan (1/2)

PUSAT
KEBIJAKAN

AMULA

SATUAN KERJA HUKUM

ot

i

SATUAN KERJA
MANAJEMEN
RISIKO

SATUAN KERJA
KEPATUHAN

INPUT

Ketijakan Strategis
Memorandum Prosedur,
dar Kebijakan
Operasicnal {(Standar
Prosedur, Manual Produk
dan Petunjuk Teknis)

Kebijakan Strategis,
Memorandum Prosedur,
dan Kebijakan
Cperasional (Standar
Prosedur, Manual Produk
dan Petunjuk Teknis)

= Materi sosialisasi
»  Dokumen final
kebjakan
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ouUTPUT

Pembaman

Kebijakan Strategis,

Memorandum
Prosedur, dan
Kebijakan
Operasional
{Standar Prosedur,
Manual Produk dan
Petunjuk Teknis)
dalam sistem
pendokumentasian

Kebijakan

Pembaruan

Kebijakan Strategis,

Memoranaum
Prosedur, dan
Kebijakan
Operasional
{Standar Prosedur,
Manual Produk dan
Petunjuk Teknis)
daiam sistem
pendokumentasian

_ Kebyjakan

Dokumentasi
sosafisas

|




5. Alur Proses Pendokumentasian, Sosialisasi, Pengevaluasian dan Perbaikan (2/2)

NG

w

| Mefakukan pembaruan
| sesuai alur proses
| penyusunan kebijakan

AKTIVITAS

Melakukan

| monitoring kebipkan

sesual tugas pokok
dan kewenangan

| Melakukan evaluasi
| penerapan dan dampak

{sesuai kebutuhan
husus untuk
Memorandum
Prosedur, evaliasi
akukan < 6 bulan)

i
i
{
|
{
i

SATUAN KERJA

SATUAN KERJA SATUAN KERJA
PUSAT SATUAN KERJA HUKUM MANAJEMEN m”ﬂﬂ”ﬂ%ﬂhh
KEBLIAKAN RISIKO
M
|

o |

B e

INPUT

Dokumen
ulasan GRC

Nota Dinas satuan
kera pusat
kebjakan

Nota Dinas
undangan
pembahasan

Dokumen hasil evaluasi

QUTPUT

»  Dokumen
monitoring sesuat
ketentuan

+  Notulen Rapat
= Dokumen hasi
evalasi

Nota Dinas
pembanian
kehiakan
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